PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097

Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 37 TAHUN 2047
TENTANG

[ZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PALD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK ) SARTIKA |
DESA SUKARAJAKULON KECAMATAN JATIWANG] KABUPATEN MAJAL FNGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : & bahwa memperhatikan sural Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) SARTIKA | Desa
Sukarajakudon Kecamalan Jaliwangi Kabupaten Majalengka Nomor 421.1417-
TEATR2017 tanggal 31 Januar 217 perihal Permohonan Perpanjangan lfin
Operzsional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
Jaliwangi Nomor 421725-UPTD Pendidikan langgal 31 Januai 2017 sera
berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan peninjauan lapangan oleh Tim
Venfikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD} Dinas
Pendidikan Kabupaten Majalengka,

b. bahwa bemlasarkan pada pertimbangan hurup a dan b serta sesuai dengan
kelentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, dipandang periu diterbitkan izin penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dimi (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK} SARTIKA | Desa
Sukarsiakulon Kecamatan Jattwangi Kabupalen Majalengka vang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasrah-Dacrah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Baral (Berila Megara Repubiik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana felah diubah dengan Undang-Undang
Momor 4 Tahun 1968 teatang Pembenlukan Kabupaton Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850
tentang Pembeniukan Daerah-Daersh Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2851);
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2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sislem Pendidikan Masiona
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemeriniahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pesubshan Kedua atas Undang-Undang Momor 23 Yahun 20M4 tzntang
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5674)



10

11.

12

Peatran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 fenfang Standar Nasions
Pendidkan (Lembaran Megare Republk Indonesia Tahun 2K} Nomor
41, Tambahan Lembaran MNegara Republk Indonesia MNomor 4496)
sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerinizh
Nomor 13 Tahun 2015 lentang Perubahan Kedus atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun AM5 Momoe 45, Tambahan Lembaran Negama
Republik Indonesia Nomor S670);

Peraturan Pemesintah Nomor 38 Tahun 2007 Teniang Pembagian Urusan
Pemenntah anlara Pemerintah, Pemerntah Daerah Provinsi dan Pemerinlah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomar 82, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4737

Peraturan Pamerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat

Daersh (Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750},

Pemturan Pemerintah Momor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864

Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 20H0 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RepubBk Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana lefah diubah dengan Peraluran Pemerintah MNomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomoe 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Peayelenggaraan Pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5157):

Peraturan Menler Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomaor 58 Tatum
2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Momor 81
Tahwn X113 Tentang Pendinan Satwan Pendidikan Nonformal (Benta Negas
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menler Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B4
Tahun 2014 tentang Pendiian Saluan Pendidikan Anak Usia Dini {Berta
Negarm Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279

Peraluran Deerah Kabupalen Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemernlsh Deersh Kabupaten Majalengka (Lembaran Dacrah
Kabupalen Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Homor 1);

Perafuran Dagrah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majslengka (Lembaran Daersh
Kabupalen Majalengka Tahun 2009 Momor 10) sebagaimana tefah diubah
dengan Peraluran Daerah Kabupalen Majalengka Nomor § Tahun 2011
Tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Omanisasi Perangkat Deersh Kaboupalen Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8),



MEMUTUSKAN

KESATU - Memberikan in penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini {FAUD) Taman
Kanak-Kanak (TK) SARTIKA | Desa Sukarajakulon Kecamatan Jaliwangi Kabupaten
Majalengka dengan ketentuan sebagai berkid -

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Dalam hal melaksanakan proses Kegialan Belajar Mengajar dan Kirikulum yang
digunakan mengikuli petunjuk dan aturan yang beviaki.

3. Peryelenggara  betkewajiban  menyampaikan laporan  terulis mengenai
porkembangan lembaga selisp bulan kepada Mepala Dinas  Pondidikan
Kabupalen Majalengka:

4. Segala fasiitas dan kelengkapan yang menjadi syarathelancaran berdirinya
lembaga Pendidikan Anak Usian Dini {FAUD) termaksud Tenaga Pendidik
menjadi langgungiawab YayasanPenyelenggas.

KEDUA © 12in sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU berighu selama memenuhi
ketentuan dan dievaluasi seliap tahun, apabila ferjadi pelanggaran lerhadap
ketentuan-kelenluan pelaksanaan penyelengargan Taman  Kanak-Kanak (TK)
tersebut, maka izin penyedenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan dicabut.

KETHGA - Dengan bedakunys Kepulusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Nomor 88 TAHUN 2014 tanggal 7 April 2014 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT rhmﬁmhihamus:jmlaugﬂdﬂetapkmmﬂkmmﬁnapﬂa
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atan kesalahan didalamnya akan diadakan
perbatkan atau perubahan sebagaimana mestnya.

Ditetapkan di Majalengka _
PadaTanggal A3 Tebhian 017G
KEPALA DI DIDIKAN

Tembusan ;

1. Yih. Bupaii Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yih. Kepala Dinas Pendidian Provinsi Jawa Barat di Bandung;

4. Yih Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatwang. '



